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TENTANG

FENYELENGGARAAN GELAR PENGAWASAN
DAN TEMU KARYA PENGAWASAN

MENTERI DALAM NEGERI

bahwa dalam rangka meningkatkan budaya pengawasan di

Menimbang -
lingkungan Departemen Dalam *jegeri dan Domerintah
Daerah, perlu memasyarakatkan penyelenggaraan pengawasan
dan hasil pengawasan fungsional melalul Gelar Pengawasan
dan Temu Karya Pengawasan;
h. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan

instruksi Menteri Dalam Megeri.

|. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 Teatang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3007);

Mengingat

Memperhatikan

Ba

.O\

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tent
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daeran (Lemg =
H } ] N ) ara
Negara Tahun 1988 Nomor 10. Tambahan Lembar: Me -
Nomor 3373); e

Instruiksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentane Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan; b ‘

Peraturan ‘Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975
Tentang Cara Pengawasan Umum  Atas  Jalannya
Pemerintahan Dasrah dan Pelal §
nerin; dagran dal ksanaan Tugas
v . at dun Pelaksanaan Tugas Departemen
Dalam Negeri.

Keputusan Menteri Dalam Neseri N

putusan Menteri Dalam Nezgeri Nomor 6 Tahun 19388
tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di
i £ is Ll 1
Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun (591
rentang orgamsasidan Tatakerja Inspekiorat Wilayah Propinsi;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 1991
eniang Organisasi dan Tawkerja Inspekiorar Wilayah
Kabupaten/ Inspektorat Wilayah Kotamadya: )

o ar 1
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992
tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Neeeri:

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1982
tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di
Daerah.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/452/A.3/1)
tanggal 16 Mei 1994 tentang Pemaparan Hasil Pengawasan Di
Daerah (PARWASDA);



‘ 18 3 Surat Edaran Menteri Dalam  Negeri  Nomor
g 700/557/A.3/1] tanggal 14 Juni 1994 tentang Temu Karya
H |4 Pengawasan di Daerah (MUKARWASDA).
o Hi MENGINSTRUKSIKAN
1 i
i 14 Kepada I. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
| i 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.
% 3. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat il selurun
: | Indonesia.
£ é‘ $
; i ; ¢ Untuk
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B PERTAMA . Menyelenggarakan Gelar Pengawasan dan Temu Karva
| 1 Pengawasan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tzhun
{ anggaran dengan berpedoman kepada petunjuk  pelaksanaan
1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran [nstruksi Mentert ini.
KEDUA . Dalam melaksanakan Dikium PERTAMA agar melakukan
1 xoordinasi dengan pejabat-pejabat BEPEKA, BPKP dan
: pejabat-pejabat terkait.
i
KETIGA . Waktu pelaksanaan Gelar Pengawasan dan Ternu Karya
H Pengawasan  dikoordinasikan  oleh inspektur  Jenderal
Departemen Dalam Negeri.
; KEEMPAT . Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung
jawab dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri.
! KELIMA . Instruksi Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
i
4 Diterapkan di Jakarta
i | Pada tanggal : 21 Agustus 1995
! MENTER! DALAM NEGERI
ud.
i | { MOH. YOGIE S.M.
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B EE 3. MENKO EKU WASBANG di Jakarta
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